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Online loans (pinjol) are a growing money lending service. This 

application has a negative impact on the user community. Various 

research and community service activities have been carried out. This 

article aims to describe preventive treatments for the impact of online 

loans as potential community service activities. The description is 

carried out with a brief review based on the publication of community 

service activities that have been carried out. The results of the review 

show that legal and economic aspects are the main topics of activity. 

Activities are carried out using the socialization method with the target 

group of the public community and among housewives. The potential 

targets for the next community service activities in this area are teachers 

and layoff victims as the two top list of loan victims. The scope of new 

activities can be directed at the security of digital transactions and the 

impact of knowledge in minimizing negative effects. 
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1. PENDAHULUAN 

Pinjaman online (pinjol) adalah jenis peer to 

peer lending sebagai salah satu tipe layanan dalam 

bisnis fintech (financial technology). Pinjaman 

dilakukan melalui metode baru dalam pembiayaan 

hutang dengan cara mempertemukan kepentingan 

antara pemilik dengan peminjam dana [1]. 

Pinjaman online merupakan layanan pembiayaan 

yang disediakan oleh badan atau institusi tertentu 

secara online. Jenis pinjaman ini cukup diajukan 

secara online melalui aplikasi handphone, tanpa 

perlu tatap muka [2]. Praktik pinjaman online 

dalam perspektif perbankan, dapat dikatakan 

telah sesuai [3]. Tetapi, pinjaman online memiliki 

dua sisi dampak bagi masyarakat yang terlibat di 

dalamnya. Selain dapat membantu masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara 

cepat dan mudah, pinjaman ini bisa menjadi 

masalah besar bagi pengguna layanannya [4]. Dari 

perspektif komunitas dan konsumen, bentuk 

pinjaman online, khususnya yang ilegal, ini juga 

sangat berbahaya. Jumlah dana yang kemudian 

harus dibayarkan menjadi lebih besar dari jumlah 

pada umumnya [5]. Pinjaman online dapat 

menambah masalah bagi pengguna layanannya, 

jika ditinjau dari maraknya pinjaman online ilegal, 

suku bunga yang tinggi, teror singkat, hingga 

pencemaran nama baik pengguna layanan [6]. 

Praktik pinjaman online yang membebankan 

bunga yang tinggi tidaklah jauh berbeda dengan 

rentenir (lintah darat) yang menjerat masyarakat 
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miskin [3]. Maraknya pinjaman online dipengaruhi 

oleh kebutuhan dan gaya hidup konsumtif [7]. 

Pinjaman online ini sedang banyak 

diperbincangkan terutama mengenai payung 

hukum yang mendasarinya. Belum ada kejelasan 

terkait mekanisme transaksinya, akibat hukum 

dari prestasi yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak, dan pula tidak sedikit yang mengakhirinya 

melalui jalur hukum pidana [8]. Adanya kasus 

keterjeratan masyarakat dalam pinjaman online 

memerlukan model kesiapsiagaan penanganan 

sebelum menjadi bencana sosial [9]. 

Permasalahan akan timbul pada saat terjadi 

keterlambatan pembayaran. Apabila masyarakat 

menggunakan fintech ilegal atau fintech yang tidak 

terdaftar maupun terizin di OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan), maka konsekuensi yang diterima oleh 

peminjam dapat sangat mengerikan [10]. 

Kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap 

usaha pinjaman online illegal dikarenakan belum 

terdapat regulasi yang memberikan sanksi tegas 

terhadap beroperasinya pinjaman online ilegal 

[11]. Pemerintah perlu melakukan langkah-

langkah preventif seperti edukasi dan sosialisasi 

kepada masyarakat. Tujuan prevensi tersebut 

agar semakin banyak masyarakat yang mengerti 

cara memilih layanan pinjaman online yang 

kompeten serta memahami risiko-risiko yang 

mungkin terjadi saat menggunakan layanan 

pinjaman online [12]. Perlu adanya penanaman 

nilai literasi keuangan sejak dini agar tidak terjadi 

permasalahan [13]. Di sisi lain, OJK layaknya 

diberikan dukungan dari segi regulasi untuk 

menindak secara tegas keberadaan pinjaman 

online ilegal dan tidak hanya menyerahkan 

laporan sepenuhnya kepada kepolisian [14]. 

Banyaknya pihak yang tidak memahami 

aturan beserta risiko dalam pelaksanaan 

pinjaman online menyebabkan banyaknya kasus 

yang tidak terselesaikan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hanya 59% ketercapaian 

perusahaan pinjaman online dalam memenuhi 

peraturan yang berlaku [15]. Kredit bermasalah 

pada perusahaan–perusahaan fintech memiliki 

nilai Non Perfoming Loan (NPL) secara rata-rata 

sebesar 6,08% lebih besar dari 5% batas 

maksimum yang ditetapkan. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa kredit pada perusahaan–

perusahaan fintech masuk dalam kategori 

bermasalah atau tidak sehat [16]. Ditinjau dari 

perspektif etika bisnis, kegiatan pinjaman online 

bisa dilakukan dengan saling menjaga 

kepercayaan yang memiliki pengaruh besar 

terhadap reputasi perusahaan. Namun apabila 

perusahaan tersebut ilegal dapat memicu 

terjadinya tindak pidana seperti penipuan, 

pencucian uang atau penyalahgunaan data milik 

konsumen [17]. 

Banyaknya permasalahan pinjaman online di 

kalangan masyarakat pengguna banyak dikaji dari 

aspek perlindungan hukum terhadap pengguna 

jasa [12][18][19][20][21], penyalahgunaan data 

pribadi [22][23] dan aspek hak asasi manusia 

[11]. Di sisi lain, sebuah temuan penelitian 

menunjukkan tentang pentingnya memahami 

persepsi risiko pinjaman online [24]. Selain itu, 

perlu adanya penjelasan mengenai pentingnya 

pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari 

pinjaman online [10]. 

Langkah preventif untuk mengurangi 

permasalahan dampak perlu dilakukan. Upaya ini 

dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan 

pengabdian masyarakat. Berbagai kegiatan yang 

telah dilakukan dapat menjadi acuan bagi 

kegiatan sejenis. Penyusunan artikel ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan tindakan preventif 

dampak pinjaman online sebagai potensi kegiatan 

pengabdian masyarakat. 

 

2. METODE 

Deskripsi tindakan preventif dampak 

pinjaman online dilakukan dengan melakukan 

ulasan ringkas kegiatan-kegiatan pengabdian 

masyarakat yang telah dilakukan. Ulasan 

dilakukan terhadap referensi-referensi yang 

diperoleh dengan penelusuran publikasi terkait 

secara online. Penelusuran pustaka dilakukan 

dengan kata kunci yaitu pengabdian masyarakat, 

dampak, pinjaman, dan online. Tidak dilakukan 

pembatasan terhadap tahun publikasi karena 

topik pinjaman online masih relatif baru. 

Ulasan ditampilkan dalam bentuk tabel 

dengan pengelompokan berdasarkan aspek topik 

pengabdian, kelompok sasaran, metode kegiatan 

dan hasil kegiatan. Penyusunan ini dilakukan 

dengan mengurutkan tahun publikasi referensi-

referensi yang didapat. Hasil ringkasan 

selanjutnya menjadi bahan analisis kegiatan-

kegiatan pengabdian masyarakat yang telah 

dilakukan dan menjadi acuan pembahasan 

kegiatan-kegiatan sejenis yang dapat dilakukan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelusuran pustaka skala nasional 

mendapatkan 15 kegiatan pengabdian 

masyarakat yang telah dilakukan (Tabel 1). Topik 

pengabdian masyarakat dapat dikelompokkan 

menjadi aspek hukum (dampak), edukasi literasi 

keuangan, dan informasi umum. Kelompok 

sasaran meliputi masyarakat umum, ibu-ibu, 

pelaku UMKM dan guru. Metode pelaksanaan 

kegiatan yang digunakan adalah sosialisasi atau 

penyuluhan. Hasil kegiatan secara umum 

menunjukkan peningkatan pengetahuan 

kelompok sasaran. 

Tabel 1. Ringkasan Pengabdian Masayarakat Dampak Pinjaman Online 

Referensi Topik Kelompok Sasaran Metode Hasil Kegiatan 
[25] Edukasi legalitas pinjol Kelompok Dasa 

Wisma (ibu-ibu) 
Sosialisasi Manfaat informasi 

[26] Bahaya produk pinjaman 
online (aspek hukum) 

Masyarakat umum Sosialisasi Kesadaran hukum 
masyarakat yang lebih 
baik 

[27] Edukasi literasi keuangan Kelompok ibu-ibu 
dan remaja 

Sosialisasi Materi literasi sangat 
bermanfaat 

[28] Literasi perlindungan 
data pribadi 

Masyarakat pesisir Sosialiasi Peningkatan pemahaman 
hukum 

[29] Edukasi bahaya Masyarakat umum Sosialisasi Peningkatan 
pengetahuan 

[30] Dampak dan aspek 
hukum 

Masyarakat umum Sosialisasi Pengetahuan masyarakat 

[31] Edukasi dan transaksi 
digital 

Pelaku UMKM Sosialisasi Peningkatan 
pengetahuan 

[32] Perlindungan hukum Masyarakat umum Sosialisasi Peningkatan 
pengetahuan 

[33] Informasi umum Masyarakat umum, 
khususnya ibu-ibu 

Sosialisasi Peningkatan 
pengetahuan 

[34] Informasi umum Masyarakat umum, 
khususnya ibu-ibu 

Sosialisasi Peningkatan 
pengetahuan 

[35] Literasi keuangan digital Masyarakat umum, 
khususnya ibu-ibu 

Sosialisasi Peningkatan 
pengetahuan 

[36] Aspek legal Masyarakat umum Sosialisasi Peningkatan 
pengetahuan 

[37] Keuangan digital Ibu-ibu Sosialisasi Peningkatan 
pengetahuan 

[38] Legalitas dan bahaya Guru Sosialisasi Peningkatan 
pengetahuan 

[39] Strategi hutang Masyarakat umum Sosialisasi Peningkatan 
pengetahuan 

 

Data-data pada Tabel 1 dapat dianalisis secara 

mudah dalam bentuk gambar. Grafik di Gambar 1 

menunjukkan bahwa aspek hukum banyak 

menjadi topik pengabdian masyarakat. Hal ini 

berkaitan dengan dampak permasalahan yang 

terjadi, yang bisa melibatkan aspek hukum. 

Permasalahan kelancaran pembayaran dan 

penyalahgunaan identitas pribadi menjadi akibat 

dari minimnya informasi yang dimiliki 

masyarakat pengguna. Hal ini khususnya terjadi 

pada pinjol ilegal yang tidak bernaung di bawah 

pengelolaan OJK. Aspek keuangan menjadi topik 

berikutnya. Hal ini berkaitan dengan kurangnya 

pengetahuan masyarakat terkait model pinjaman, 

khususnya dalam hal perhitungan bunga 

pinjaman dan dampak keterlambatan 

pembayaran. 
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Gambar 1. Grafik Topik Pengabdian Masyarakat 

 

Grafik di Gambar 2 menunjukkan bahwa 

masyarakat umum dan kalangan ibu rumah 

tangga banyak menjadi kelompok sasaran 

pengabdian masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

data pengguna layanan pinjol. Demikian juga 

halnya dengan kelompok ibu-ibu. Minimnya 

pengetahuan aspek hukum dan keuangan, 

khususnya transaksi digital menjadikan 

masyarakat umum dan ibu-ibu menjadi kelompok 

rentan terhadap dampak negatif pinjol. 

Dari segi metode pelaksanaan kegiatan, 

sosialisasi atau penyuluhan banyak digunakan. 

Hal ini dilakukan terkait materi atau informasi 

yang perlu diberikan secara langsung terhadap 

kelompok sasaran. Sosialisasi atau penyuluhan 

dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi. 

Manfaat kegiatan pada umumnya adalah 

peningkatan pengetahuan kelompok sasaran. 

Peningkatan pengetahuan itu diukur melalui 

prosedur pre-test dan post-test. Manfaat yang 

disebutkan tersebut sebenarnya lebih seperti 

konsekuensi logis dari pemberian materi. Yang 

tidak tahu menjadi tahu. Yang belum dilihat 

adalah dampak dari peningkatan pengetahuan 

tersebut. Ini adalah peluang kegiatan baru. 

 

 
Gambar 2. Kelompok Sasaran  

 

Secara umum, kegiatan pengabdian 

masyarakat terkait pinjol dilakukan untuk 

memberikan pengetahuan yang lebih baik 

terhadap suatu kelompok masyarakat. Bidang 

ilmu yang terkait langsung adalah ilmu hukum 

dan ekonomi, sesuai dengan dampak dan proses 

layanan keuangannya. Sesuai dengan kajian-

kajian yang telah dilakukan, aspek hukum lebih 

banyak mendapatkan perhatian dalam 

pengabdian masyarakat. Aspek hukum menjadi 

materi sosialisasi, baik sebagai pengetahuan awal 

maupun sebagai informasi untuk penyelesaian 

permasalahan pinjaman yang dialami masyarakat 

pengguna. Dalam hal ini, guru adalah target 

sasaran yang masih perlu disentuh, karena guru 

adalah kelompok terbesar korban pinjol (42%) 

menurut penelitian Lembaga Riset No Limit 

Indonesia [40]. Kelompok sasaran lain yang 

menempati urutan kedua dan ketiga adalah 

korban PHK (21%) dan ibu rumah tangga (18%). 

Aspek ekonomi perlu juga menjadi topik 

bahasan pengabdian masyarakat. Hal ini terkait 

dengan model transaksi digital yang ada maupun 

aspek perhitungan keuangan pinjaman. 

Pengetahuan transaksi digital dan perhitungan 

keuangan, khususnya bunga pinjaman berpotensi 

untuk mengurangi atau meminimalkan dampak 

negatif pinjol di masyarakat. Kemanan transaksi 

digital online juga bisa menjadi kegiatan 

pengabdian masyarakat bidang teknologi 

informasi. Peran akademisi sangat diperlukan 

dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. 

 

4. KESIMPULAN 

Kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat 

terkait dampak negatif pinjol banyak dilakukan 

dari aspek hukum. Aspek ekonomi juga perlu 

mendapatkan perhatian terkait transaksi digital 

dan perhitungan keuangan. Akademisi di bidang 

ilmu ekonomi perlu berkolaborasi dengan 

akademisi bidang hukum dalam kegiatan 

pengabdian masyarakat ini.  

Aspek kebaruan kegiatan bisa diarahkan pada 

kelompok target guru dan korban PHK, sementara 

pengukuran dampak peningkatan pengetahuan 

juga belum pernah dilakukan. Keamanan 

transaksi digital bisa melibatkan bidang teknologi 

informasi. 
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